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ABSTRAK

Soeleman Djaiz Baranyanan, S. 310811012, Pelaksanaan Putusan Lembaga
Peradilan Tata Usaha Negara oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 351 Tahun 2009, dengan
mengambil studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Tesis :
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan
putusan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya undang-undang nomor 51
tahun 2009 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku di Indonesia pada saat ini.

Penelitian ini termasuk penehtlan hukum normatif, karena dalam
penelitian ini hukum dJkonsepkan sebagal norma-norma positif di dalam sistem
perundang-undangan hukum nasional. Jenis data dalam penelitian ini adalah data
sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan
(dokumentasi) data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data menggunakan metode
analisis normatif kualltal:lf untuk menghasﬂkan data penehtlan deskriptif.

Berdasarkan penehtlan ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan putusan
peradilan tata usaha negara mengalami banyak sekali problematika dalam
penerapan eksekusi peradilan tata usaha negara. Mekanisme pelaksanaan putusan
merupakan sarana penting dalam menyelesazlkan atau mengakhiri sengketa tata
usaha negara. Pada konteks ini perlu dikaji kekuatan eksekutorial putusan
pengadilan dan sebab-sebab lain yang mungkin menjadi penyebab keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara dalam
penyelesain sengketa pada lembaga peradilan tata usaha negara. Namun terdapat
beberapa problem vyang menjadi temuan dilapangan vyang terkait dengan
pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap terutama terhadap mekanisme penerapan sanksi atas
Pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata
usaha negara secara sukarela.

Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan peradilan tata
usaha negara vang kurang begitu efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan
belum adanya peraturan perundang-undangan mengatur tentang tata cara
pelaksanaan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif.
Yang membuat majelis hakim masih bingung untuk menetapkan besaran uang
paksa dan sanksi administratif kepada tergugat. Sehingga pelaksanaan putusan
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum
bagi para pencari keadilan dan memberikan contoh kesadaran hukum yang baik
bagi masyrakat Indonesia.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Peradilan TataUsaha Negara
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ABSTRACT

Soeleman Djaiz Baranyanan, S. 310811012, Execution Decision Judiciary by
the State Administrative Board / Administrative After Applicability of the
Act No. 51 of 2009, by taking a case study in Semarang State Administrative
Court. Thesis: Graduate University Of Sebelas Maret Surakarta.

This study aims to determine the mechanism of the implementation of the
decision of administrative courts after the enactment of Law No. 51 of 2009 if it is
in accordance with the laws in force in Indonesia at the moment.

This research includes a normative law study, because the law in this
study conceptualized as positive norms in the legal systems of national law. The
type of data in this study are secondary data, engmeermg data collection done by
collecting (documentation) secondary data’ from primary legal materials, legal
materials and secondary legal materials tertiary. Dal:a analysis techniques using
qualitative analysis methods to generate descnptlve rese arch data.

Based on this study result that the enforcemem: of a state administrative
courts experienced a lot of problems in the implementation of the execution of
administrative courts. Enforcement mechanism is al_i"i'mpoﬂant tool in resolving
administrative disputes or end . This context need to be assessed and the court
eksekutorial force other causes that may be the cause of success and failure in the
implementation of judicial decisions in the cempletion of administrative disputes
in the courts state administration. However there are some problems to be finding
a field related to the execution of the decision of administrative courts that have
permanent legal force, espec1a]ly the mechanism of the implementation of
sanctions against administrative officials who do not perform administrative court
voluntarily.

The implication of this research is the implementation of the decision of
the administrative courts are less effective in some practice due to the lack of
legislation regulating the procedure of forceful measures and sanctions in the form
of money forced administrative. That makes the judges are still confused to
determine the amount of money forced and administrative sanctions on the
defendant. So the enforcement of the State Administrative Court is not able to
provide legal certainty for those seeking justice and providing a good example of
legal awareness for Indonesian society.

Keywords: Implementation of Decision, The Judiciary of Administration of the
State.
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